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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
1. Dasar Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.[footnoteRef:2] Salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.[footnoteRef:3] [2: 	 Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945]  [3: 	 Ery Setyanegara,  “Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila”. Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1 No. 1 (2020), hlm.128.] 

 Salah satu pelaku dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI 1945. Salah satu yang menjadi pelaku dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah Hakim.[footnoteRef:4] Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang- undang untuk mengadili.[footnoteRef:5] Pengertian dari mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara dan berdasarkan Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman, ketika akan membuat putusan Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim di tuntut untuk menegakkan hukum dan keadilan bukan memenangkan perkara yang berorientasi pada nilai ekonomi, pragmatis, sehingga dapat mendistorsi moral, nilai etis, teks Undang- Undang, pembelokan pada nilai kebenaran, logika rasionalitas yang berpijak pada penalaran hukum pada asas legalitas formal. [4: 	 Pasal 19 Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman]  [5: 	 Pasal 1 angka 8 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana] 

Hakim yang akan memutuskan suatu perkara tidak dapat diintervensi atau ditekan oleh pihak manapun.[footnoteRef:6] Seorang Hakim yang sangat bebas, tidak bersifat memihak dalam menjalankan tugas memutus suatu perkara di peradilan (within the exercise of the judicial function).[footnoteRef:7] Kebebasan hakim merupakan kewenangan penting yang melekat pada individu hakim dimana hakim berfungsi sebagai penerapan teks Undang-Undang kedalam peristiwa yang kongkrit, tidak sekedar substantif, tetapi juga memberikan penafsiran yang tepat tentang hukum dalam rangka meluruskan peristiwa hukum yang kongkrit sehingga Hakim dapat bebas memberikan penilaian- penilaian dan penafsiran hukum. [6: 	 Penjelasan Pasal 48 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman]  [7: 	 Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas Negara Hukum, Erlangga, Jakarta, 2016, hlm.40.] 

Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2005 tentang Bimbingan dan Petunjuk Pimpinan Pengadilan Terhadap Hakim/Majelis Hakim dalam menangani Perkara yang mengatur berkaitan dengan Pimpinan Pengadilan dapat memberikan arahan/ bimbingan bagi para Hakim yang bersifat nasihat atau petunjuk, dan hal ini tidaklah mengurangi kebebasan hakim.
Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan terminologi putusan pengadilan sangat diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara. Apabila ditinjau dari visi hakim yang memutus perkara, putusan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak dan akta tertutup pencerminan nilai- nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, etika, serta moral dari hakim bersangkutan. Menurut Sudikno Mertokusumo putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelenggarakan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.[footnoteRef:8] [8: 	 Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia Perspektif Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2015, hlm.32.] 

Hakim ketika membuat suatu putusan harus memerhatikan segala aspek didalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati- hatian, sedikit mungkin dihindari adanya ketidakcermatan dan kelalaian, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Di dalam diri Hakim tersebut hendaknya lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap/ sifat “kepuasan” moral jika putusan yang dibuat itu dapat menjadi tolok ukur untuk kasus yang sama, sebagai bahan referensi bagi kalangan teoritis, akademisi, dan praktisi hukum serta untuk memenuhi rasa kepuasan nurani tersendiri bagi hakim bersangkutan apabila putusan yang dibuatnya sampai dikuatkan dan tidak dibatalkan oleh pengadilan tinggi ataupun Mahkamah Agung jika perkara tersebut sampai di tingkat banding ataupun kasasi.[footnoteRef:9] [9: 	 Ibid, hlm. 146.] 

Praktiknya walaupun telah bertitik tolak dari sifat/ sikap seorang hakim yang baik, kerangka landasan berpikir/ bertindak, dan memlalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan, rasa rutinitas, kekuranghati- hatian, dan kesalahan. Praktiknya peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kurang diperhatikan hakim dalam membuat putusan.[footnoteRef:10] [10: 	 Ibid, hlm. 148] 

Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan asas peradilan yang baik adalah harus sederhana mungkin, cepat, dan biaya yang ringan. Asas peradilan yang sederhana menghendaki pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan efesien dan efektif, sedangkan asas peradilan biaya ringan menghendaki biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mesti harus mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Hakim tidak sekedar memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara tetapi bagaimana sistem peradilan itu harus mampu memberikan pelayanan yang baik, efektif, sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan menerapkan konsep-konsep hukum progresif dalam memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan.[footnoteRef:11] [11: 	Choirun Parapat, Madiasa Ablisar, Marlina, Mahmul Siregar, “Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Kuala Simpang Setelah Dibentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Daerah”,  USU Law Journal, Vol.3.No.2 (Agustus 2015), hlm.30] 

Menurut Bagir Manan, bahwa Majelis Hakim dipandang menjadi tidak netral atau berpihak karena beberapa hal, antara lain:
1. Pengaruh kekuasaan dimana Majelis Hakim tidak berdaya menghadapi kehendak pemegang kekuasaan yang lebih tinggi, baik dari lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri, maupun dari luar (misal dari gubernur, bupati, menteri dan lain- lain);
2. Pengaruh publik. Tekanan publik yang berlebihan dapat menimbulkan rasa takut atau cemas kepada Majelis Hakim yang bersangkutan sehingga memberikan keputusan yang sesuai dengan paksaan publik yang bersangkutan;
3. Pengaruh pihak. Pengaruh pihak dapat bersumber dan hubungan primordial tertentu, maupun karena komersialisasi perkara. Perkara menjadi komoditas perniagaan, yang membayar lebih banyak akan dimenangkan.[footnoteRef:12] [12: 	 Bagir Manan, Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian), FH- UI Press, Jakarta, 2014, hlm.18.] 


Mahkamah Agung telah mengeluarkan aturan berkaitan dengan bimbingan dan petunjuk pimpinan pengadilan terhadap hakim/ majelis hakim dalam menangani perkara. Aturan tersebut dikeluarkan karena banyak putusan, penetapan dan tindakan hakim/majelis hakim yang mendapat sorotan, kritik dan reaksi negatif dari masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan menjadi berkurang. Hal tersebut terjadi karena kurangnya kontrol dari Ketua Pengadilan terhadap pelaksanaan tugas para hakim. Kelemahan kontrol tersebut terjadi karena adanya kerancuan dalam memahami prinsip kebebasan hakim yaitu mengidentikkan kebebasan hakim dengan kebebasan lembaga peradilan. Secara filosofis bahwa putusan hakim atau majelis hakim pada awalnya merupakan putusan yang bersifat individual atau majelis, namun pada saat putusan tersebut telah diputus dan dibaca pada siding yang terbuka untuk umum, maka pada saat itu putusan hakim tersebut menjadi putusan pengadilan yang bersifat kelembagaan dan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.[footnoteRef:13] [13:  Sudikno Mertokusumo, Sistem Peradilan di Indonesia, FH-UII, Jakarta, 2017, hlm.27.] 

Hakikatnya, kebebasan hakim atau kemandirian kekuasaan kehakiman bermaksud untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh badan negara. Frans Magnis Suseno mengemukakan bahwa dengan adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman dari cabang kekuasaan negara lainnya, maka diharapkan bahwa badan yuridikatif dapat melakukan kontrol segi hukum terhadap kekuasaan negara disamping untuk mencegah dan mengurangi kecenderungan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan.[footnoteRef:14]  [14:  Frans Magnis Suseno, Etika Politik : Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hlm.13.] 

Menurut Sudikno Mertokusumo, hakim itu bebas dalam atau untuk mengadili sesuai dengan hati nuraninya/keyakinannya tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Hakim bebas memeriksa, membuktikan dan memutuskan perkara berdasarkan hati nuraninya. Disamping itu juga bebas dari campur tangan pihak ekstra yudisial.[footnoteRef:15] Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak- pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal- hal yang diatur dalam UUD NRI 1945. [15: 	 Sudikno Mertokusumo, Op.Cit, hlm.29.] 

Menurut Oemar Seno Adji, suatu pengadilan yang bebas dan tidak dipengaruhi merupakan syarat yang indispensable bagi negara hukum. Bebas berarti tidak ada campur tangan dari kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam menjalankan fungsi judiciary. Tidak berarti bahwa ia berhak untuk bertindak sewenang- wenang dalam menjalankan tugasnya. Dalam Pasal 19 UU Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, demi kepentingan revolusi, kehormatan Negara dan Bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, Presiden dapat turut atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan. Dahulu memang kekuasaan eksekutif dapat mencampuri urusan pengadilan, namun berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. [footnoteRef:16] [16: 	 Oemar Seno Adji,Op.Cit, hlm.42.] 

Hakim tidak boleh diintervensi dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis. Kekuasaan Kehakiman sendiri diartikan sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna  menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia, bukan keadilan subyektif menurut pengertian atau kehendak hakim semata.[footnoteRef:17] [17: 	 Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, Aspek- Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Indonesia, UII Press, Jakarta,  2015, hlm.15] 

Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Perma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan di bawahnya. Pengawasan dan Pembinaan atasan langsung adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap pejabat pemangku jabatan struktural untuk membina dan mengendalikan secara terus menerus bawahan yang berada langsung di bawahnya untuk dapat melaksanakan tugas secara efektif dan efisien serta berperilaku sesuai dengan kode etik aparat peradilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[footnoteRef:18] Atasan langsung dari Hakim adalah Ketua Pengadilan. Ketua Pengadilan diwajibkan untuk mengawasi dan melakukan pembinaan secara langsung terhadap Hakim atas pelaksanaan tugas dan perilaku baik di dalam maupun di luar kedinasannya secara terus menerus. Ketua Pengadilan yang tidak melakukan pembinaan dan pengawasan dianggap melakukan pelanggaran yang dapat dikenai sanksi administrasi ringan, sedang atau berat setelah diperiksa oleh pejabat yang berwenang. [18: 	 Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016] 

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2005 yang mengatur berkaitan dengan Ketua Pengadilan dapat memberikan bimbingan/ pentunjuk kepada Hakim/ Majelis Hakim bukanlah merupakan suatu pertentangan dengan hal yang diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI 1945 dan kebebasan hakim. Hakim dalam menjalankan tugasnya harus bebas dan bertanggung jawab. Hakim tidak boleh diperintah atau diberi tekanan apapun dan oleh siapapun. Ketika menangani perkara yang menarik perhatian, atas permintaan Hakim atau inisiatif dari Ketua Pengadilan atau pimpinan atasannya, dapat meminta/ diberi bimbingan yang bersifat nasihat- nasihat atau petunjukpetunjuk umum dalam menjalankan tugasnya. Petunjuk dari Ketua Pengadilan dinilai sebagai bahan pertimbangan untuk menyelenggarakan peradilan dengan seksama dan sewajarnya. Berkaitan dengan peringatan atau teguran kepada Hakim/ Majelis Hakim hanya dapat diberikan setelah perkara selesai diputus, bukan pada saat perkara sedang berjalan.

B. Sanksi Pidana
Djoko Prakoso menyatakan bahwa hukum penitensier ialah bagian dari hukum yang mengatur atau memberi aturan tentang stelsel sanksi. Sanksi dalam hukum pidana meliputi pidana (straf) dan tindakan (maat-regel). Ditambahkan bahwa hukum penitensier meliputi peraturan-peraturan tentang pemberian pidana (straftoemeting) dan eksekusi sanksi pidana. Peraturan tentang pemberian pidana sendiri masih dapat di-bagi atas jenisjenis pidana (strafsoort), ukuran pemidanaan (strafmaat), dan bentuk atau cara pemidanaan (strafmodus).[footnoteRef:19] [19: 	 Djoko Prakoso, Hukum Penitensier di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2014, hlm. 14.] 

Ketentuan hukum merupakan perwujudan dari nilai yang dijabarkan dalam rumusan norma yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat dijelaskan lewat makna norma yang merupakan anggapan bagaimana seseorang harus berbuat (bertindak) atau tidak berbuat (tidak bertindak). Norma yang sudah berlaku di suatu masyarakat, yang sudah diterima oleh masyarakat berkembang menjadi rumusan-rumusan yang lebih konkrit dengan adanya sanksi atau penguat. Selanjutnya norma dan sanksi dilembagakan menjadi ketentuan yang memiliki kepastian hukum dengan dimuatnya hal tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang ada.[footnoteRef:20] [20:  Barda Nawawi Arief, Perkembangan Sistem Pemidanaan Indonesia, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm.81.] 

Hukum penitensier merupakan bagian dari hukum positif, sebab dikandung oleh peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuanketentuan tentang pemberian ganjaran berupa pemutusan hakim (pidana dan tindakan) agar pelaku bertobat (menyesal) dari kelakuan tidak senonoh atas tindakan jahat yang dilakukannya. Hukum penitensier membicarakan pengaturan masa kini mengenai tujuan, usaha dan organisasi yang berfungsi untuk membuat pelaku tindak pidana bertobat/jera dan kembali ke masyarakat sebagai warga yang berguna.[footnoteRef:21] [21: 	 Mompang L. Panggabean, Pokok-Pokok Hukum Penitensierdi Indonesia, Uki Press, Jakarta, 2015, hlm.15.] 

Memahami pemikiran-pemikiran yang berkembang mengenai tujuan pemidanaan. Di sini yang menjadi pusat perhatian adalah tujuan penjatuhan pidana terhadap yang melakukan tindak pidana. Sudarto berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaaan yang sengaja dibebankan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.[footnoteRef:22] Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah rekasi atas delik dan ini bertujuan suatu nestapa dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.[footnoteRef:23] [22:  Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2006, hlm.46.]  [23:  Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Centra, Jakarta, 2003, hlm.27.] 

Secara umum pidana yang berupa pengenaan penderitaan yang sengaja dijatuhkan negara terhadap setiap pelanggar hukum, di dalamnya terkandung unsur-unsur, sebagai berikut :
1. Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan/ yang berwenang.
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-undang.[footnoteRef:24] [24: Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hlm.72.] 


Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pemidanaan sebagai susunan (pidana) dan cara pemidanan.[footnoteRef:25] M. Sholehuddin menyatakan bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa.[footnoteRef:26] Artinya pidana maengandung tata nilai (value) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.[footnoteRef:27] [25:  Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hlm.71.]  [26: M.  Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.22.]  [27: Mohammad Ekaputra dan Abul Khair, Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru, USU Press, Medan, 2010, hlm. 13.] 

Pandangan-pandangan tentang sistem pemidanaan sesungguhnya tidak lepas dan erat kaitannya dengan perkembangan-perkembangan teori pemidanaan. Ada beberapa teori pemidanaan sebagai berikut :
0. Teori absolute/ pembalasan antara lain :
a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan.
b. Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti tujuan untuk kesejahteraan masyarakat.
c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.
d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.
e. Pidana melihat ke belakang. Merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memsyarakatkan kembali si pelanggar.
0. Teori ultilitarian/ kemanfaatan :
a. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention).
b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mecapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat.
c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat sipersalahkan kepada sipelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk mencegah kejahatan.
e. Pidana melihat kemuka, dan dapat mengandung unsure-unsur pencelaan.
0. Teori Verenigings theoreen/ gabungan. Penggabungan antara kedua teori diatas.[footnoteRef:28] [28:  Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 36] 


Perwujudan tujuan hukum harus sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri. Hakim dalam menjatuhkan pidana harus beorientasi pada tujuan pemidanaan yang tidak terlepas dari faktor pencegahan agar tidak terjadinya tindak pidana dan faktor penanggulangan setelah terjadinya tindak pidana. Adapun yang menjadi tujuan pemidanaan dapat dilihat dari aspek filosofis penjatuhan pidana itu sendiri. Hukum pidana mengenal 3 (tiga) teori tentang pemidanaan tersebut, dan teori-teori tersebut lahir didasarkan pada persoalan mengapa suatu kejahatan harus dikenai sanksi pidana. 
Faktor terpenting suatu pemidanaan adalah dapat menghasilkan konsekuensi-konsekuensi yang bermanfaat secara preventif, apapun artinya: penjeraan dan penangkalan, reformasi dan rehabilitasi, atau pendidikan moral. Namun demikian, kepedulian teoretis menuntut usaha untuk lebih mendalami utilitarian theory , yaitu:
1. Tujuan pemidanaan memberi efek penjeraan dan penangkalan (deterence). Penjeraan sebagai efek pemidanaan,menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama; sedangkan tujuan untuk penangkal, pemidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat. Wesley Cragg menilai bahwa fungsi penjeraan dari efek pemidanaan sepatutnya lebih dianggap sebagai suatu bentuk kontrol sosial. Karena itu, pemidanaan sebagai penjeraan mempengaruhi sikap dan perilaku si terpidana maupun warga masyarakat. Pengaruh itu dianggap bisa sangat berdaya-hasil bila dikomunikasikan secara negatif, yaitu dengan menakut- nakuti orang, atau menurut perkara Philip Bean, “ maksud dibalik penjeraan ialah mengancam orang-orang lain” untuk kelak tidak melakukan kejahatan. 
1. Pemidanaan sebagai rehabilitasi. Teori tujuan menganggap pula pemidanaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana. Kesalahan atau tindakan kejahatan dianggap sebagai suatu penyakit sosial yang disintegratif dalam masyarakat. Kejahatan itu dibaca pula sebagai simpton disharmoni mental atau ketidakseimbangan personal yang membutuhkan terapi psikiatri, conseling, latihan-latihan spiritual, dan sebagainya. Itulah sebabnya ciri khas dari pandangan tersebut ialah pemidanaan merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam komunitas atau masyarakatnya secara wajar. Dalam bahasa utilitarianisme dapat dikatakan bahwa efek preventive dalam proses rehabilitasi ini terpusat pada siterpidana. 
1. Pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral. Bentuk ketiga teori tujuan ini merupakan bagian dari doktrin bahwa pemidanaan merupakan proses reformasi. Setiap pemidanaan pada dasarnya menyatakan perbuatan terpidana adalah salah, tidak dapat diterima oleh masyarakat dan bahwa terpidana telah bertindak melawan kewajibannya dalam masyarakat. Karena itu dalam proses pemidanaan, si terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan atasnya.[footnoteRef:29] [29:  M. Sholehuddin, Op.Cit, hlm.44-45] 


C. Tindak Pidana Peyalahgunaan Narkotika
Narkotika berasal dari bahasa Yunani ”narkoun” yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa.[footnoteRef:30]73 Narkotika sudah dikenal sejak tahun 2000 SM dengan istilah candu atau madat atau opium, yaitu sebagai alat untuk upacara-upacara ritual atau untuk pengobatan, dan perdagangan candu mulai berkembang pesat di Mesir, Yunani, Timur Tengah, Asia dan Afrika Selatan, dengan pemakai terbesar dari etnis Cina. Kemudian pada tahun 1803 seorang apoteker Jerman menemukan sejenis opium atau candu, yang diberi nama morfin (dari bahasa Latin ”morpheus” yaitu nama dewa mimpi Yunani).[footnoteRef:31]74 [30: 73 F.Asya, Narkotika dan Psikotropika, Asa Mandiri, Jakarta, 2014, hlm.81.]  [31: 74 Ibid,  hlm.82.] 

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.[footnoteRef:32]  [32: Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan] 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika menyebutkan bahwa narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi dapat juga menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.[footnoteRef:33] [33: Bagian Menimbang Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. ] 

Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika yang disalahgunakan atau penggunaan narkotika tidak sesuai dengan standar pengobatan, dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi setiap orang dan masyarakat serta nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Apabila penggunaan narkotika dilakukan sesuai dengan standar, prosedur, dan ukuran atau dosis yang diizinkan serta melalui pengawasan yang ketat dari dokter atau pejabat yang berwenang maka narkotika dapat bermanfaat di bidang medis atau kedokteran, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.[footnoteRef:34] [34:  Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.] 

Tindak pidana narkotika diatur di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang disahkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2009 merupakan revisi dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 143, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 5062. Pemerintah menilai Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tidak dapat mencegah tindak pidana narkotika yang semakin meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif serta bentuk kejahatannya yang terorganisir.[footnoteRef:35] [35:  Bagian Menimbang huruf e Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  ] 

Secara substansial, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan undang-undang terdahulu, kecuali penekanan pada ketentuan kewajiban rehabilitasi, penggunaan pidana yang berlebihan dan kewenangan BNN yang sangat besar.[footnoteRef:36] [36: Puteri Hikmawati, “Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika”, Jurnal Negara Hukum Vol. 2 No. 2, November 2019, hal. 331  ] 

Perbedaan psikotropika dengan narkotika adalah psikotropika merupakan suatu zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.  Sedangkan narkotika adalah suatu obat atau zat alami, sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan turunnya kesadaran, menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan perubahan kesadaran yang menimbulkan ketergantungan akan zat tersebut secara terus menerus.
Indonesia bukan hanya negara transit narkotika lagi, tetapi sudah menjadi negara konsumen dan produsen bahkan sudah menjadi pengekspor narkotika jenis ganja, ekstasi dan lain-lain dengan indikasi adanya pengiriman melalui paket dan kurir dari Indonesia ke luar negeri maupun paket dan kurir dari luar negeri yang di alamatkan langsung ke Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang sangat padat penduduknya, tentu saja merupakan pasar potensial narkotika. Sangat banyak  ditemukan jaringan peredaran narkotika yang berada di suatu negara termasuk Indonesia yang setelah dilacak ternyata mempunyai jaringan internasional.[footnoteRef:37]75 [37: 75 D. Soedjono, Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia, Karya Nusantara, Bandung, 2017, hlm.18.] 

Kemiskinan menyebabkan orang rentan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika. 
Penggunaan narkotika secara ilegal di seluruh dunia termasuk Indonesia menunjukkan peningkatan tajam merasuki semua bangsa dan umat semua agama, sehingga benar-benar mengkhawatirkan. Di tanah air sekarang penyalahgunaan narkotika sudah merambah di seluruh pelosok tanah air, segala lapisan sosial ekonomi, tempat hiburan, tempat kerja, hotel, dan lain-lain. 
Penyalahgunaan narkotika saat ini sudah memasuki kelompok remaja dan kaum muda bukan hanya di negara-negara industri maju dan bangsa-bansa yang kaya, tetapi juga kelompok remaja dan kaum muda di perkotaan maupun di pedesaan.  Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan salah satu beberapa jenis narkotika yang dilakukan tanpa aturan kesehatan maupun secara berkala atau teratur sehingga menimbulkan gangguan kesehatan maupun jasmani jiwa dan fungsi sosialnya.[footnoteRef:38]76 [38: 76 M. Ridha Ma’roef, Narkotika Masalah dan Bahayanya, Marga Djaya, Jakarta, 2016, hlm.94.] 


Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu bentuk penyimpangan perilaku. Apapun penyebabnya pesannya yang penting adalah bahwa penggunaan narkotika di luar keperluan medis berbahaya, merusak dan menimbulkan beban berat yang tidak terpikulkan bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan umat manusia. Penyalahgunaan narkotika adalah menggunakan narkotika dengan tidak tepat guna, tanpa hak dan melawan hukum. Sebagai contohnya adalah mengonsumsi narkotika dengan tidak tepat secara medis (tidak sesuai dosis dan indikasi klinisnya) serta tidak sah secara hukum (bukan orang/lembaga yang diberi ijin untuk menggunakannya, mengedarkannya atau memproduksinya).
Dampak atau akibat buruk dari penyalahgunaan narkotika menurut Subagyo Partodiharjo antara lain adalah dampak terhadap fisik, dampak terhadap mental dan moral, serta dampak terhadap keluarga, masyarakat, dan bangsa.[footnoteRef:39]78 Dampak terhadap fisik, pemakaian narkotika yang sudah sampai pada tahap berkala akan mengalami sakaw (rasa sakit yang tidak tertahankan) jika terlamabat mengonsumsi narkotika, pemakai narkotika juga dapat mengalami kerusakan pada organ-organ vital tubuh sebagai akibat langsung dari adanya narkotika dalam darah, seperti : kerusakan paru-paru, ginjal, hati, otak, jantung, dan usus. Sedangkan penyakit sekunder yang ditimbulkan akibat pemakaian narkotika adalah dapat terkena penyakit infeksi seperti hepatitis B/C, HIV/AIDS, dan sipilis (sejenis penyakit kelamin yang disebabkan oleh bakteri spirochaeta pallid).[footnoteRef:40] [39: 78 Ibid, hlm. 23]  [40: Hari Sasangka,  Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm.116.] 


Pemakaian yang overdosis akan berakhir pada sebuah kematian. Dampak terhadap mental dan moral, pemakaian narkotika yang berupa kerusakan fisik seperti kerusakan pada sel-sel otak, syaraf, dan seluruh jaringan tubuh, beserta organ-organ vital tubuh lainnya dapat menyebabkan munculnya stres pada yang bersangkutan, sehingga semua penderitaan yang dialami tersebut membuat perubahan pada sifat/perangai, sikap, serta perilaku seperti: paranoid atau selalu curiga dan bermusuhan, psikosis atau jahat, bahkan tidak peduli terhadap orang lain (asosial). Bahkan karena sudah menjadi kecanduan maka tidak sedikit pula penyalahguna narkotika yang mental dan moralnya rusak, kemudian menjadi penipu, penjahat, serta pembunuh sekedar untuk mendapatkan uang supaya dapat membeli narkotika.[footnoteRef:41] [41: Ibid, hlm.117. ] 

Penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan oleh seseorang  akan tetapi menimbulkan efek ganda yaitu selain  terhadap dirinya  sendiri  juga terhadap masyarakat.  Hal ini dimungkinkan karena pribadi merupakan anggota masyarakat dan sebaliknya masyarakat berasal dari perseorangan. Di samping  itu penggunaan narkotika dan psikotropika  oleh seseorang akan menimbulkan  kerawanan bagi masyarakat berhubung karena si pemakai narkotika tersebut. 
Pada dasarnya narkotika di Indonesia merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Di lain pihak narkotika dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya menganggu ketahanan nasional. Oleh karena sifat-sifat yang merugikan tersebut, maka narkotika harus diawasi dengan baik secara nasional maupun internasional.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sulit untuk untuk menemukan apa yang dimaksud sebagai “pecandu narkotika”. Menurut kamus bahasa Indonesia istilah “Pecandu” adalah orang yang menggunakan candu (narkotika), bila dikaitkan dengan pengertian narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Narkotika, maka dapat dikaitkan bahwa pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika. [footnoteRef:42]15 [42: 15 Totok Yuliyanto, Peredaran Narkoba dan Dampaknya, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 39.] 

Penggunaan istilah pecandu narkotika digunakan untuk memudahkan dalam penyebutan bagi orang yang menggunakan narkotika dalam kondisi ketergantungan, untuk membedakan dengan penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkotika. Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan secara terus menerus akan mempengaruhi fungsi berfikir, perasaan dan perilaku orang yang memakainya. Keadaan ini bisa menimbulkan ketagihan (addiction) yang akhirnya mengakibatkan ketergantungan (dependence).[footnoteRef:43]16 [43: 16 Ibid, hlm.40.] 


Dikaitkan dengan dengan orang yang menggunakan narkotika, dalam UU Narkotika dapat ditemukan berbagai istilah antara lain:
1. Pecandu narkotika sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13 UU Narkotika).
2. Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. (Pasal 1 angka 14 UU Narkotika).  Ketergantungan fisik adalah suatu keadaan dimana tubuh membutuhkan rangsangan narkotika dan apabila pemakaiannya dihentikan akan menimbulkan gejala fisik yang dinamakan gejala putus zat. Sedangkan ketergantungan psikis adalah suatu keinginan yang selalu berada dalam ingatan, maka apabila pemakaian narkoba dihentikan akan menimbulkan kecemasan, kegelisahan dan depresi.
3. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15 UU Narkotika)
4. Korban penyalahguna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika (Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika)
5. Pasien sebagai orang yang berdasarkan indikasi medis dapat menggunakan, mendapatkan, memiliki, menyimpan dan membawa narkotika golongan II dan golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu.
6. Mantan pecandu narkotika adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik maupun psikis (Penjelasan Pasal 58 UU Narkotika). [footnoteRef:44] [44:  Ibid, hlm.22] 


Seseorang yang terlibat narkotika biasanya mengalami gangguan fungsi kerja tubuh dan perilaku dikarenakan oleh zat adiktif atau candu yang terkandung dalam berbagai jenis narkotika. Pengguna narkotika tidak dapat mengendalikan diri untuk berhenti begitu saja, sehingga menghilangkan kontrol sosial mereka. Keadaan seperti ini membuat mereka siap melakukan apa saja untuk mendapatkan narkotika. Inilah yang membentuk karakteristik para pemakai narkotika.
Ciri-ciri pecandu narkoba secara psikologis:
1. Halusinasi
Pemakai biasanya merasakan dua perasaan berbeda yang intensitasnya sama kuat. Akibat dari ini menimbulkan penglihatan-penglihatan bergerak, warna-warna dan mata pemakai akan menjadi sangat sensitif terhadap cahaya terang. Berdasarkan eksperimen yang dilakukan terhadap hewan percobaan, efek hallucinogen ini mempengaruhi beberapa jenis zat kimia yang menyebabkan tertutupnya system penyaringan informasi. Terblokirnya saluran ini yang menghasilkan halusinasi warna, suara gerak secara bersamaan. Biasanya halusinasi ini merupakan efek dari penggunaan narkotika yang bersifat organic (ganja) tetapi dapat juga ditimbulkan oleh narkotika sintetis seperti putauw.
2. Paranoid.
Penyakit kejiwaan yang biasanya merupakaan bawaan sejak lahir ini juga dapat ditimbulkan oleh pengguna narkoba dengan dosis sangat besar pada jangka waku berdekatan. Pengguna merasa depresi, merasa diintai setiap saat dan curiga yang berlebihan. Keadaan ini memburuk bila pengguna merasa putus obat, menyebabkan kerusakan permanen dalam system saraf utama. Hasilnya adalah penyakit jiwa kronis dan untuk menyembuhka membutuhkan waktu sangat lama. Efek ini ditimbulkan oleh jenis shabu-shabu yang memancing keaktifan daya kerja otak sehingga melebihi porsi kerja otak normal.
3. Ketakutan pada bentuk-bentuk tertentu.
Pengguna narkoba pada masa putus zat (sakau) memiliki kecenderungan pisikologis ruang yang serupa diantaranya:
a. Takut melihat cahaya.
b. Mencari ruang sempit dan gelap.
c. Takut pada bentuk ruang yang menekan.
d. Mudah terpengaruh oleh warna-warna yang merangsang.
4. Histeria.
Pengguna cenderung bertingkah laku berlebihan diluar kesadarannya, ciri-cirinya adalah:
a. Berteriak-teriak
b. Tertawa-tawa diluar sadar
c. Menangis.
d. Merusak
Efek ini dapat ditimbulkan dari berbagai macam jenis narkotika karena pada dasarnya, efek pisikologis yang ditimbulkan narkotika juga dipengaruhi oleh pembawaan pribadi pecandu.[footnoteRef:45] [45:  Ibid, hlm.51] 


Masalah penyalahgunaan narkotika bukan merupakan aib keluarga, tetapi merupakan masalah nasional tanggung jawab bersama yang harus ditanggulangi secara terpadu, terkoordinir, terarah dan berkelanjutan serta dilakukan secara serius/sungguh-sungguh. Semua komponen bangsa harus merasa terpanggil untuk melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan melakukannya dengan penuh keikhlasan sebagai suatu ibadah. Pecandu narkotika secara kenyataan belum dapat dikatakan sebagai pecandu secara yuridis atau menurut hukum jika pecandu tersebut belum melakukan kewajiban dan hak pecandu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang narkotika
Di Indonesia, perkembangan pencandu narkotika semakin pesat. Para pencandu narkotika itu pada umumnya berusia antara 11 sampai 24 tahun.[footnoteRef:46]82 Artinya usia tersebut ialah usia produktif atau usia pelajar. Pada awalnya, pelajar yang mengonsumsi narkotika biasanya diawali dengan perkenalannya dengan rokok. Karena kebiasaan merokok ini sepertinya sudah menjadi hal yang wajar di kalangan pelajar saat ini. Dari kebiasaan inilah, pergaulan terus meningkat, apalagi ketika pelajar tersebut bergabung ke dalam lingkungan orang-orang yang sudah menjadi pencandu narkotika. Awalnya mencoba, lalu kemudian mengalami ketergantungan. [46: 82 Ibid, hlm.52.] 

Syarat penting untuk dipidananya perbuatan itu adalah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum. Artinya, jika penguasaan atas narkotika dilakukan oleh orang yang berhak, seperti dokter yang akan membius dan dilakukan tanpa melawan hukum, maka penggunaan narkotika dapat dibenarkan menurut hukum.[footnoteRef:47] [47:  Ibid, hlm.84.] 

Berdasarkan konsep rehabilitasi yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa seorang pecandu narkotika juga tidak dapat dituntut secara pidana. Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
Pecandu narkotika yang sudah dewasa atau keluarganya melaporkan diri ke fasilitas rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan, maka pecandu sangat mungkin tidak dituntut secara pidana jika tertangkap. Syaratnya, sebelum penangkapan itu pecandu sedang atau sudah dua kali menjalani perawatan medis. [footnoteRef:48] [48:  Wison Nadaek, Korban Ganja dan Masalah Narkotika, Indonesia Publishing House, Bandung, 2013, hlm.77.] 
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